
1.Undang ...Undang N'ornor 28 Tahun 1959 tentang Pembcnrukan
Daerah Tingkat II don Kotapraja di Sumalera Selatan
(Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia T'ahun 1959 Nomor 73,
Tambahrul Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan
Kcuangan Antara Pemerintah l'usat dan Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara. Rcpublik Indonesia
Nomor 4438);

DENOAN RAHMAT TUHAN YANGMAliA ESA

WALIKOTI\ PALEMBANO,

a. bahwa deugan tclah dltetapkannya beberapa Pcraturan
Daerah Kota Palernbang tcntang perubahan struktur
organisasi beberapa SKPD di Jojoran Pemerlntah Kola
Palembang, maka Bagan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asistcn Sekretaris
Daerah Kola Palernbang, yang ditetapkan dcngan Peraturan
WaJikota Palernbang Nomor 30 Tahun 2012 perlu disesuaikan
dan disempurnakan;

b. bahwa pengaturan ruang lingkup koordinasi scbagaimana
dimaksud daJam huruf a adalah dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektifitas tugas dan Iungsi Sekretariat Daerah
selaku penghubung dan mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi perangkat daerah di Jajaran Pernerintah
Kota Palembang;

c. bahwa berdesarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan
Walikola Palernbang tcntang Bagan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Aslsten
sekretaris Daerah Kota Palembang:

Mengingat:

Mcnimbang:

BAGAN STRUK'I'UR ORGANlSASI PERANQKA'l' DAERAH DAN RUANO LINGKUP
KOORDJNASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANO

TENTANG

NOMOR G(o TAHUN 2015

WALIKOTA PALEMBANG
PERAl'URAN WAUKOTA 'PA-LEMBANG



3.Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 teruang Pembcntukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negaro.Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
NegaraRepubUkIndonesia Nomor 5234);

4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lernbaran Negara Republlk Indonesia Tah.\1J')2014
Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negal'a Republik Indonesia
Nomor5494;

5.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah
beberapa kall, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Ales Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah
(Lernbaran Negal'aRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 5679.);

6.Peraluran Perncrintah Nomor 38 'rabun 2007 tentang
Pembaglan Urusan Pcmcrintahan Antara Pcmerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/KoLa
(Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tan:ibahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8.Peraturan Menteri Da,iam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
ten lang Petunjuk Teknis Penataan Organisasl Perangkat
Daerah acbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menton
Dalarn NegeriNornor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peratnran Meoted Dalam Ncgeri NomoI' 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organlsasi Perangkat
Daerah (Berita Negora Republik Indonesia Tabun 2010
NomOI'537);

9. Pcraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pernerintahan Kota Palembang (Lembaran
Daerab Kola Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan, sueunan Organtsasl dan Tara Kerja
Sekretariat Daerah kota Palembang, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli
Walikota [Lembaran Dacrah «ota Palembang Tahun 2008
Nomor 8) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8
Tabun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
I<otaPalembangNomor 8 Tahun 2008 tentang Pcmbentukan,
sueunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretarial Daerah KOla
Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Palcmbang dan Star Ahli Walikota (Lembaran Daerah
TallUn 2015 Nomor 8);
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WALlKOTA TENTANG BAGAN STRUK.TUR
PIl:RANGI<AT DAE;Ri\H DAN RUANO LINGKUr

ASISTEN SEKRIITARIS DA8RAH KOTA

PERATURAN
ORGANISASI
KOORDINASI
PAI-EMBANG.

MEMUTUSI<AN:

1 ) . Peraruran Daerah Nornor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tara Kerja Dlnas
Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palernbang
Tahun 2008 Nomor 9) scbagairnana tclah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraiuran Daerah Kota Palcmbang
Nomor l2 Tahun 2012 tcntang Perubahan Kedua Alas
Peraturan Daerah Kota Palernbang Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pernberuukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah
Tahun 2012 Nomor 12);

12. Peraruran Daerah Kora Palembang Nomor to Tahun 2008
tenrang Pcrnbentukan, Susunan Organisasi dan Tala Kerja
Lernbaga Teknis Daerah Kora Palembang (Lernbaran Daerah
Kora Palcmbang Tahun 2008 NomoI' 10) sebagaimana relah
diubah beberapa kali rerakbir dengan Peraturan Daerah Kola
PalernbangNomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat
Alas Peraturan Daerah KOlaPaiembang Nomor 9 Tahun 2008
teruang Pernbcntuknn, Susunan Organisasi dan Tara Kerja
Lembaga Teknls Dacrah KOla Palcmbang (Lembaran Daerah
Tahun 2015 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nornor 11 Tahun 2008
tentang Pembenrukan Organisasi dan Tala Kerja Kecamatan
dan Kelurahan (Lembaran Daerah KOla Palembang
Tahun 2008 Nomor 11);

14. Peraruran Dacrah Kota Palernbang Nomor 12 Tahun 2008
tcruang Pembentukan, Suaunar, Organisasi dan Tats Kerja
Pelaksana Harlan Badan Narkotika KOla Palembang
(LcmbaranDaerah Kala Palernbang Tahun 2008 Nomor 12);

15. Peraturnn Daerah KOla Palembang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pembcruukan, Organisasi dan Tala Kerja Sekretariat
Daerah Dewan Pcngl.lrlls Korps Pegawai Republlk Indonesia
(KORPRl) Kola Palembang(Lernbaran Daerah KOlaPaiembang
Tahun 2010 Nomor 3);

16.Pcraturan Dacrah Kota Palembang Nomor;) Tahun 20t2
ieruang Pembenrukan Organisasi Dan Tala Kerja Badon
Pcnangglilangan Bencana Dan Pernadam Kcbakaran KOla
Palcmbang (Lernbaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012
Nomor 5);

17.PcralUranDaerah Kora PalernbangNomor 6 Tahun 2012
tcntang Pcmbcntukan, Organisasi dan Tala Kerja Satuan Polisi
Parnong Praja [Lcmbaran Daerah Kotli Palernbang
Tahuri 2012 Nomor6).
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Dalarn Peraruran Daerah ini, yang dimaksud dengan:
I. Dacrah adalah Kora Palernbang.

2. Pernerintah Kota adalah Pernerintah Kota Palernbang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang,

4. \Vakil Walikota adalah Wakil Walikota Palernbang.

5. Dewan Perwakilan Rakyai Dacrah selanjuuiya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

6. Sekretariat Daerah adaloh Sekretariar Daerah Kota
Palembang.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah KOla Palembang.

8. Asisten Pernerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah
bidang Pemcrinrahan.

9. Asistcn Perekonorniandan Pernbangunan adaiah Aslsten
Sekretaris Daerah bidang Pcrckonomian dan Pcmbangunan.

10. Asistcn Adrninistrasi Umurn adalah Asistcn Sekretaris Daerah
bidang Admtnisrrasi Umum.

11. Asisten Kcscjahreraan Rakyat adalah Asisren Sekretaris
Dacrah Bidang KesejahteraanRakyar.

12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang
selanjumya dislngkat Sekretariat DPRD adalah Sckretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palernbang,

13. Perangkat Daerah adalah unsur pcmbantu Walikota dalam
Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah yang terdiri dan
Bekretariat Dacrah, Sekretariat Dewan Perwakllan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah Lembaga Teknis Dacrah dan
Kecamatan di ...!ajaranPemerintah Kota Palembang.

14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Palernbang.

15. Dinas Daerah ..dalah Dinas Daerah di Jajaran Pemcrintah
KOla Palcrnbang.

16. Lernbaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di
Jajaran Pemerintah Kota Palernbang.

17. Star Ahll adalah Star Ahli Walikota Palembang.

18. Lembaga Lain adalah Bagian dan Perangkat Daerah Kota
Palembangyang melaksanakan rugas dan fungsi pelaksanaan
peraruran Perundang-undangan dan iugas pernerintahan
umum lainnya. .

Pasal 1

BAB [

KETENTUAN UMUM



(J) Susunan Organisasi Perangkat Daerah KOla Pa.lembang,
terdiri dari:
1. Sekretariat Daerah KOlaPalernbang, terdiri dari:

a. Asisten Pernerintahan, mernbawahi:
1.Bagian Tala Pemcriruahan, mcmbawahi
a. Sub Bagian Pemcrintahan Urnurn;
b. Sub Bagian Pembinaan Pemcrintahan Kccarnaran

dan Kelurahan;dan
c. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah,

2. Bagian Hukurn dan Hak Asasi Manusia (HAM)
membawahi:
a. Sub Bagian Perundang- Undangan;
b. Sub Bagian Banruan Hukum dan HAM;
c. Sub Bagian Dokumemasi dan lnformasi Hukum.

3. Bagian Keagriaan dan Balas WilEl-yah, rnembawahi:
a. Sub Bagian Keagrariaan; dan
b. Sub Bagion Batas wilayah.

4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
rnebawahi:
a. Sub Bagian Bina Hubungan Media;
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan.dan
c.. Sub Bagian Protokol dan Hubungan PubUk;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dan
1. Bagian Perckonornian mernbawahi:

a. Sub Bagian Perindustrian, Pcrdagangan dan
Koperasi;

b. Sub Bagian Pertanian dan Lingkungan Hidupjdan
c. Sub B.agian Penanaman Modal Daerah dan

Perusahaan Daerah,
2. Bagian Pernbangunan, membawahi:

a' Sub Bagian Administrasi Pernbangunan,
Keciptakaryaan dan Kcbinamargaan:

b. Sub Bagian Penataan Ruang, Lingkungan,
PosHitasdan Utilltas Pcrkotaan.dan

c. Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata.

c. Aslstcn Adrninistrasi Umum, rncmbawahi.
3. Bag-an Organisasi dan Tam laksana, rnembawahi:

11. Sub Bagian Kclcrnbagaan, Analisis dan Formasi
.Jabatan;

b. Sub Bagian Tata laksana dan Akuntabilitas.dan
c. Sub Bagian Aparatur dan Kcpegawaian.

4. Bagian Umum <I.an Perlengkapanmembawahi:
a. Sub Baglan Tala Usaha;
b. Sub Sagaian Rumah Tangga;
c. Sub Bagaian Sandi dan Pcngolahan Data

Elekrronik;dan
d. Sub Bagian Perlengkapan.
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BAB lJ
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal6



5. Bagian Adrninistrasl Kcuangan, membawahi;
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bugian Akumansi dan Pelaporan;dan
c. Sub Bagian Perbcndaharaan dan Verifikasi.

d. Asisten KesejahteraanRakyat, membawahi:
I. Bagian Sosial Kemasyarakaran membawahi;

a. Sub Bagian Agama.dan
b. Sub Bagion S08ial dan Tenaga Kerja.

2. Bagian Kescjahteraan Rakyat.membawahi;
a. Sub Bagaian Pendidikan.Pernuda dan Olahraga:
b. Sub Bagian Kesehatan:
c. Sub Bagian Pem berdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Bercncana.
2. Dinas Daerah, terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan, Pernuda dan Olah Ragd.
b. Dinas Keschatan.
c. Dinas Sosial.
d. DinasTcnaga Kerja.
e. DinasPerhubungan.
f. DinasKomunikasi dan lnformatika,
g. Dinas Kc:pendudukan dan Pencatatan Sipil.
h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
i. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan

Surnber Days Air.
j. Dinas Pckerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan.
k. Dines Tata Kota,
I. Dinas Perindustriau. Perdagangan dan Koperasi.
m. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
n, Dines Pendapatan Daerah.
o. Dinas Kebersibnn.
p. Dinas PcncranganJelen, Pertamanan dan Pemakaman.

3. LernbagaTeknis Dacrah KUla Palernbang,terdiri dari:
a. lnspektorai.
b. Badan Perencanaan Pcrnbangunan Daerah.
c. Badan Kesaiuan Bangsadan Politik.
d. Badan Lingkungan Hidup.
e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru

Pintu.
r. Badan Arsip, Perpustakann dan Dokumcntasi.
g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
h. Badan Keluarga Bercncana dan Pemberdayaan

Perernpuan.
i. Badan KepegawaianDacrah dan Diklar.
j. Badan Pengelolaan Keuangan dan ASCl Dacrah
k. RSUDPalembangBARI.

4. Saruan Polisi Pamong Praja.
5. Kecamatan.
6. Kelurahan.
7. Lembaga Lain terdiri dari:

a, Pelaksana Harlan Badan Narkotika Kota PAlembang.
b. Sckrctariat DewanPengurus KORPRlKola Palembang.
c. Badan Penanggulangan Bencana dan Pernadam

Kebakaran.
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Dengan berlakunya PeraruranWaljkota iru, rnaka Peraruran
Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2012 tcntang Bagan
Struktur Organisasi Perangkai Daerah dan Ruang Lingkup
Koordinasi Asietcn Sekretaris Daerah Kota Palernbang, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

PI\sal5

mengenaiHal-hal yang bersifat tcknis, sepanjang
pclaksanaannya akan diretapkan oleh Walikota

Pasal4

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

(4) Penyelcnggaraan koordlnasi sebagalrnana dirnaksud pada
ayar (3). dilaksanakan oleh para Asisten Sekretaris Daerah
dengan ruang lingkup Saruan Kerja Perangkat Dacrah,
sebagairnana teroantum dalarn Larnpiran II.

(3) I<uordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]. dirnulni dan
proses perencanaan, pelaksnnaan, monitoring. evaluasi dan
pelaporan serta pelayanan administratif.

(2) Sekretariat. Daerah sebagai unsur stuf pada hakekatnya
menyelenggarakan koordlnasi perurnusan kebijakan dan
mcngkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Dacrah,
Lembaga Teknis Daerah.

(1) Dalarn rangka efektlfitas penyclenggaraan urusan
perncrintahan, Pcrnerinrah KOla wajib mcnerapkan prinsip­
prinsip koordinasi, irnegrasi, slnkronisasi dan sirnplifikasi
baik dalarn lingkungan masing-masing rnaupun antar satuan
organisasi di Lingkungan Pernerintah KOla serta dcngan
lnstansi Jain di luar Pernerinrah KOla sesuai dengan tugas dan
Iungsi rnasing-rnasing.

P~sal3

BAB·JIJ

RUANO LlNOKUP KOORDJNASI
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMI:SANO

(2) Bagan Strukrur Organisasi Perangkar Daerah KOlU
Palembang, sebagaimana tercanium dalam Larnpiran I dan
rnerupakan Bagian ddak terpisahkan dari Peraturan Wallkota
ini.
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KHID.fI.YAT
TA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR c;6

Diundangkan di Palcmbang
padatanggaJ IS n.IIt,.~ 2015

Diundangkan d1Palcmbang
pada tanggal 2015
SE ETARlS DAERAH KOTA PAL'EMBANG

·HARNOJOYO

Ditetapkan di Palembang
pacta tangga1l9ncMmbu 2015

WAUKtALEMBANG,

Agar seoop orang mengetahulnya, memerintahkan
pengundangnn Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota PaLembang.

Peraturan Walil<otaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PasaJ6
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